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Sebelum melakukan kegiatan
di bidang PBK, Investor perlu memahami
tata cara bertransaksi dalam kegiatan PBK
serta subjek kontrak berjangka
yang diperdagangkan, menguasai
teknis-teknik analisis PBK dan
investor memahami informasi
perkembangan harga.

KIAT-KIAT BERTRANSAKSI

Perdagangan Berjangka Komoditi

Jadilah Investor
yang Cerdas

Investor yang ingin menginvestasikan
uangnya dalam Perdagangan Berjangka,
sekurang-kurangnya harus mengerti
atau memahami dasar-dasar analisis
pasar yang dipergunakan untuk

memperkirakan pergerakan
harga di Bursa Berjangka.

Sebelum melakukan investasi di bursa berjangka, sebagai calon investor yang belum mengerti
benar investasi kontrak berjangka agar mempertimbangkan sepuluh langkah berikut:
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Pertama. Siapa saja yang berminat untuk berinvestasi dalam
kontrak berjangka, hendaknya memiliki dana lebih yang bukan
uang pinjaman dan bukan uang yang masih berupa transaksi
margin.

Kedua. Calon investor perlu memikirkan persiapan uang
jaminan (margin) karena dalam melakukan transaksi kontrak
berjangka, pihak yang melakukan penjualan maupun
pembelian harus memberikan uang jaminan. Oleh karena
kontrak berjangka memperdagangkan risiko, risiko itu harus
ada jaminannya.

Ketiga. Calon investor perlu memahami secara nyata
produk yang ditransaksikan di bursa dan faktor sifat dan
karakteristiknya mengingat masing-masing jenis memiliki ciri
yang berbeda.

Keempat. Investor harus menyediakan investasi dengan dana
yang terencana dan siap menghadapi risiko terburuk, yaitu
kerugian.

Kelima. Dana cadangan perlu disiapkan pula untuk membeli
kontrak berjangka komoditi lain yang pasarnya terlihat sangat
aktif. Oleh karena itu, portofolio investasi dilakukan secara
menyebar untuk menekan risiko seminimal mungkin.

Keenam. Dalam hal tidak ada transaksi short dalam
kontrak berjangka, jangan melakukan investasi atau
transaksi coba-coba.
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Ketujuh. Calon investor (nasabah) dianjurkan memilih pialang
yang memiliki kinerja yang baik dan memberikan layanan
terbaik dari berbagai segi, terutama penetapan jumlah dana
yang diperbolehkan untuk diinvestasikan dan fee yang harus
dibayar karena di sana tidak ada patokan tetap dan semuanya
tergantung pada pialang.

Kedelapan. Agar calon investor mempersiapkan data historis
pergerakan harga kontrak berjangka komoditi atau produk
yang diperdagangkan di pasar internasional atau lokal selama
paling tidak tiga bulan ke belakang untuk bahan analisis dan
melihat kecenderungan pergerakan pasar. Dengan demikian,
frekuensi kenaikan harga untuk investasi dapat ditentukan
besarannya.

Kesembilan. Calon investor hendaknya mempertimbangkan
ekonomi makro, keadaan perdagangan luar negeri, serta
kebijakan yang tekait dalam kontrak berjangka maupun
produknya. Selain itu, keadaan alam (cuaca) perlu diperhatikan
pula untuk kontrak berjangka komoditi. Harga-harga komoditi
internasional pun harus dipelajari karena penetapan harga
komoditi lokal tidak berbeda jauh dengan harga komoditi
internasional yang sejenis.

Kesepuluh. Calon investor harus memperhatikan batas akhir
kontrak karena saat kontrak habis, investor siap menerima
barang yang jumlah dan volumenya bergantung pada nilai
investasi. Hal itu akan menambah biaya berupa ongkos
pengiriman, penyimpanan, dan ongkos asuransi.

Jika kesepuluh langkah ini diterapkan, risiko yang mungkin timbul dalam

berinvestasi di bursa berjangka diharapkan dapat dihindari, namun demikian,
calon investor harus tetap berhati-hati dan waspada.
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Setelah sukses menyelenggarakan
pasar fisik timah, ICDX
menggulirkan Pusat Logistik
Berikat timah dan dalam waktu
dekat meluncurkan kontrak
berjangka timah. Ketiga instrumen
ini diyakini akan membawa
Indonesia sebagai produsen timah
yang berdaulat.
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Kepulauan Bangka Belitung- Babel
dikenal memiliki kekayaaan timah
yang melimpah. Dari zaman ke zaman,
depaosit hijih timah di sekitar dua pulau
besar yang ada di provinsi ini- Pulau
Bangka dan Pulau Belitung- laksana
magnet yang menarik para pemburu
tambang.
Bahkan, Sutedjo dalam bukunya

Indonesia yang memiliki Provinsi

Menuju Kedaulatan
Timah Indonesia

‘Sejarah Timah Indonesia’ [1996],
menduga timah di Belitung sudah
ditambang sebelum abad ke-17. “Kalau
dikaitkan dengan kemampuan Belitung
untuk mengekspor barang dari besi
(antara lain kapak dan parang] sebelum
abad ke-17, sangat mungkin paku-
timah itu sudah diproduksi juga di masa
itu. Artinya, timah sudah ditambang di
Belitung sekurang-kurangnya pada abad



ke-17," tutur Sutedjo dalam bukunya.

Memang tidak ada catatan pasti
sejak kapan timah sebagai komoditas
bernilai ekonomis ditemukan di Bangka
dan Belitung. Hanya disebutkan,
sejarah penambangan timah di dua
pulau ini sudah melewati masa yang
cukup panjang, dari zaman Kesultanan
Palembang, kemudian di masa
pemerintahan kolonial Belanda, dan
hingga kini pasca kemerdekaan.

Merujuk sejarah di atas, amat jelas
jika cadangan timah Indonesia dari
tahun ke tahun semakin menipis. Dan
harus diakui, timah sebagai salah satu
komoditi unggulan strategis Indonesia,
sejak ratusan tahun lalu pasar dan
harganya masih ada di bawah kendali
pelaku asing- luar negeri. Akibatnya
harga timah di dalam negeri cenderung
ditekan, dan tanggung jawab untuk
mereklamasi bekas tambang timah
tidak dapat direalisasikan.

Padahal sekedar catatan, Indonesia
menjadi produsen dunia terbesar
setelah Tiongkok. Tapi dari sisi ekspaor,
Indonesia dikenal sebagai ekspaortir
terbesar nomor satu di dunia.

Syukurnya, sejak 30 Agustus 2013,
lalu, Indonesia telah memiliki acuan
harga timah ekspor melalui mekanisme
pasar fisik yang diselenggarakan
Indonesia Commodity and Derivative
Exchange- ICDX atau dikenal juga Bursa
Komoditi dan Derivatif Indonesia- BKDI.

Menurut Direktur Utama ICDX, Lamaon
Rutten, hingga saat ini harga timah ICDX
telah mempengaruhi pasar timah lainnya
yang ada di mancanegara. “Bahkan,
terkadang harga timah ICDX jauh lebih
menarik bagi smelter dibandingkan
pasar lainnya.”

“Keberhasilan Indonesia
menciptakan acuan harga timah ekspor
telah diperhitungkan negara-negara
pengguna timah yang notabenenya
negara industri,” kata Lamaon, di acara
Indonesia Tin Coference and Exhibition-
ITCE- 2017 yang diselenggarakan di
Nusadua, Bali, 27-29 Agustus 2017.

Sebagai bukti, volume ekspaor

timah saat ini telah mencapai 68,76
% ditujukan ke negara pengguna.
Padahal sebelum adanya bursa timah di
Indonesia, nyaris 90 % volume timah di
ekspar ke Singapura. Lalu, dari negara ini
kemudian diekspor ke berbagai negara
lain.

Sekedar informasi, selain ke
Singapura, timah yang diperdagangkan
diICDXjuga diekspor ke Belanda, Jepang,
Amerika Serikat, Korea, India, Taiwan,
Italia, China, Afrika, Spanyaol, Arab Saudi,
Inggris, Malaysia, Turki, Hongkang,
Thailand, serta Vietnam.

Senada denganitu, juga diungkapkan
Kepala Bappebti, Bachrul Chairi. Dia
bilang, dengan berdirinya pasar fisik
timah, ICDX sebagai bursa berjangka
komoditi telah nyata berkontribusi bagi
perekanomian nasional. “"Harus diakui
dengan adanya pasar fisik timah ICDX
tersebut, menjadikan Indonesia sebagai
pasar dan sekaligus referensi harga
timah baik di dalam negeri maupun di
pasar dunia,” ujar Bachrul.

Mekanisme pasar fisik timah ICDX
telah terselenggara sejak tahun 2013,
lalu, seiring keluarnya Permendag No. 78/
M-DAG/PER/12/2012 jo. Permendag No.
32/M-DAG/PER/6/2013, dan kemudian
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disempurnakan menjadi Permendag No.
44/M-DAG/PER/7/2014, jo. Permendag
No. 33/M-DAG/PER/11/2015, tentang
Ketentuan Ekspor Timah.

Bachrul menambahkan, tujuan
dari kebijakan itu untuk menciptakan
pasar timah yang terorganisir, adil dan
transparan di dalam negeri. Di samping
itu, akan tercipta acuan harga timah
di dalam negeri dan dapat mendorong
berkembangnya industri hilir timah.

Dengan adanya acuan harga timah
didalam negeri, maka pemerintah dapat
menggunakannya sebagai variabel
dalam pengambilan keputusan maupun
perhitungan rayalti timah ekspor.

Tata Kelola

Menteri ESDM, Ignasius Jaonan, yang
mewakili Presiden RI, Joko Widodo saat
membuka ITCE 2017, menilai, perbaikan
tata kelola sektor tambang mineral dan
batubara- Minerba khususnya pada
tambang timah hingga saat ini sudah
mulai tampak membaik. Hal itu terlihat
pada indikator peningkatan ekspor
komaditas timah dari Indonesia yang
dicatat berdasarkan hasil transaksi di
bursa timah ICDX.

“Peningkatan akuntabilitas transaksi

Bappebti/MJL/189/XVI/2017/Edisi Agustus _
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komaoditas timah dengan menggunakan
ICDX sebagai rujukan harga komoditas
timah Indonesia, akan meningkatkan
nilai tambah pengelolaan timah
nasional. Transaksi melalui ICDX telah
menekan terjadinya ekspor timah ilegal
maupun penjualan dalam negeri ilegal,”
terang Jonan.

“Jadi pasar fisik timah ekspor yang
terpusat di ICDX menjadi salah satu
sarana dalam menekan perdagangan
timah ilegal ke luar negeri. Karena
perdagangan timah ilegal itu
dapat mempengaruhi harga dan
mengakibatkan dampak negatif bagi
lingkungan di lokasi penambangan.
Karena yang ilegal itu, setelah
penambangan ditinggalkan begitu saja,
sehingga lingkungan menjadi rusak,”
tegas Jonan.

Jonan juga bhilang, salah satu
keuntungan dari sisi pemerintah dengan
adanya transaksi komaditi timah di ICDX
adalah hadirnya harga acuan komoditi
timah di Indonesia. “Berdasarkan
harga acuan itu pula pemerintah dapat
dengan mudah melakukan perhitungan
penerimaan negara dari sisi pajak dan
rayalti tambang timah,” papar Jonan.

Oleh sebab itu, lanjut Jonan, pada
Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017,
tentang Tata Cara Penetapan Harga
Patokan Penjualan Mineral Logam dan
Batubara, disebutkan pada Pasal 6
Ayat 5 d, “besaran harga mineral logam
acuan- HMA sebagaimana dimaksud
pada ayat (4] ditetapkan mengacu pada
publikasi harga mineral logam yang
dikeluarkan, antara lain oleh; Indonesia
Commodity and Derivatives Exchange,
untuk komoditi timah.” Dan kebijakan
itu telah efektif berlaku sejak dikeluarkan
pada 11 Januari 2017, lalu. Dengan
demikian, pemerintah telah menetapkan
harga harian timah ICDX sebagai harga
acuan di dalam negeri.

Penetapan ICDX sebagai acuan harga
patokan timah bukan tanpa alasan.
Menurut Jonan, sejak awal beroperasi,
bursa timah ICDX telah membuktikan
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sebagai pasar timah di dalam negeri Belajar dari timah, Jonan

dengan masuknya para pembeli timah
dari berbagai negara. Dari data yang
dimilikinya, sebelum adanya bursa timah
ICDX, ekspor timah Indonesia hampir
84% ditujukan ke Singapura, tetapi kini
hanya tinggal 45%.

“Itu dapat diartikan negara-negara
industri pengimpor sudah langsung
melakukan pembelian melalui bursa
timah ICDX,” terangnya.

mengungkapkan, kementerian yang
dipimpinnya tertarik untuk bhisa
menghadirkan pasar untuk komoditi
mineral lainnya di dalam negeri sebagai
acuan harga. Sebab, saat ini ada dua
belas mineral yang harga acuannya
ditetapkan berdasarkan harga acuan dari
pasar luar negeri. Dua belas komaditi itu
yakni, nikel, kobalt, timbal, seng, bauksit,
besi, emas, perak, tembaga, mangan,



Keberhasilan Indonesia
menciptakan acuan
harga timah ekspor
telah diperhitungkan
negara-negara
pengguna timah yang
notabenenya negara
industri.

krom dan titanium.

“Pada dasarnya karakter pelaku
usaha timah nyaris sama dengan 12
komoditi mineral tersebut,” imbuh
Jonan.

Komisaris ICDX, KH. Said Aqil Siradj,
dalam sambutannya di ITCE 2017
juga mengatakan, komaoditi timah
merupakan mineral yang tidak bisa
diperbaharui. “Untuk itu mari kita jaga
agar sumber daya alam yang sudah
dianugerahkan Tuhan kepada kita tak
lantas hahis begitu saja. Maka tata
kelola dan tata perdagangannya harus
diatur sedemikian rupa sehingga fairdan
transparan,” ujar Said Aqil.

Keberadaan pasar fisik timah ICDX
memang mengalami perkembangan
yang cukup baik. Hal itu terlihat
dari jumlah para pelaku usaha yang
menggunakannya. Data terakhir ICDX
menyebutkan, saat ini telah terdaftar 35
perusahaan pemegang Ekportir Terdaftar
Timah (ET-Timah] yang bertindak selaku
seller dan 32 perusahaan dari luar negeri
yang bertindak selaku buyer.

Sedangkan darisisiharga, pergerakan
harga timah di ICDX mengalami
peningkatan sebesar 10.04% sepanjang
tahun 2016, dan sampai dengan periode
Juli 2017 harga rata-rata timah berkisar
di USD 20.067 per ton. Adapun pada
akhir Juli 2017 harga timah mencapai
USD 21.100 per ton atau mengalami
peningkatan sekitar 7,76% dari harga di
akhir bulan Juni 2017.&
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Ajang ITCE 2017 di ‘Mata Tokoh’

ITCE merupakan event tahunan
yang digelar ICDX, dan tahun ini sudah
memasuki tahun ke-empat. Kegiatan
ITCE diselenggarakan selama 2 hari,
di Nusadua, Bali, 27-29 Agustus 2017,
mengundang 200 peserta lokal dan
internasional yang terdiri dari perwakilan
Kemenko Perekonomian, Kementerian
Perdagangan, Kementerian ESDM,
Kementerian Keuangan, pelaku usaha
timah (pihak penjual dan pembeli timah).

Dirut ICDX, Lamon Rutten,
memaparkan, salah satu tujuan ITCE
adalah sebagai ajang pertukaran
informasi para pelaku usaha timah,
baik yang ada di dalam negeri maupun
dari mancanegara. Dari pertemuan itu
diharapkan menghasilkan inovasi terbaru
diberbagai bidang industri timah.

Di lain sisi, ICDX juga berharap
ITCE menjadi salah satu ajang
bergengsi di dunia karena senantiasa
mempresentasikan narasumber yang
kredibel dan kapabel dibidangnya. Untuk
tema yang diusung pada ITCE 2017 yaitu,
Tin Beyond Boundaries; Integrating the Tin
Industry for Sustainable Economic Growth.

“Integrasi perdagangan timah di
Indonesia semakin modern dengan

berbagai platform yang tersedia dan
menjadikan komoditi timah sebagai sumber
pembiayaan untuk keberlangsungan industri
tambang timah,” terang Lamon Rutten
menegaskan alasan mengambil tema ITCE
2017.

Sementara Menteri ESDM, Ignasius Jonan
mengatakan, “Saya atas nama Kementerian
ESDM mengucapkan selamat kepada ICDX
dan seluruh peserta Tin Conference, semoga
Indonesia dapat mewujudkan kedaulatannya
terutama di sektor tambang mineral
khususnya timah.”

“Secara pribadi saya sangat mendukung
acara seperti ini. Karena forum seperti ini
dapat meningkatkan sinergi, koordinasi dan
kerjasama dalam upaya untuk meningkatkan
tata kelola perdagangan timah di Indonesia,”
kata Ignasius Jonan, bersemangat.

Sedangkan Kepala Bappebti, Bachrul
Chairi, juga menyampaikan apresiasi langkah
strategis ICDX yang rutin menyelenggarakan
ITCE sejak tahun 2014, lalu.

“Pertemuan penting seperti ini bukan
saja pertukaran informasi, melainkan juga
menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia
merupakan negara berdaulat yakni sebagai
produsen sekaligus pasar yang menjadi
acuan harga timah,” ucap Bachrul Chairi. &
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Integrasi PLB dengan
Kontrak Berjangka Timah

ejak paket kebijakan kedua di
Sbidang ekonomi digelontorkan

pemerintahan Presiden RI
Joko Widodo pada tahun 2015, lalu,
terbuka peluang bagi pihak swasta
mengoperasionalkan Pusat Logistik
Berikat- PLB. Maka peluang itu pun
ditangkap oleh ICDX dengan mendirikan
anak usaha PT ICDX Logistik Berikat-
ILB. Beroperasinya ILB itu pun didukung
dengan keluarnya payung hukum dari
Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan
pada 13 Juni 2017, lalu, yang menerhitkan
Peraturan Dirjen Bea Cukai, Nomar Per-
10/BC/2017, tentang Tata Laksana
Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke
dan dari Pusat Logistik Berikat dalam
Rangka Ekspor dan atau Transhipment.

Sesuai dengan tujuannya, ILB yang
telah dibangun di Pangkalpinang,
Provinsi Bangka Belitung, akan menjadi
lumbung penyimpanan timah di dalam
negeri namun dengan status siap ekspor
dan telah imun. Demikian antara lain
dikatakan Direktur Utama ILB, Henry
Chandra, kepada media disela-sela
penyelenggaraan ITCE 2017, di Nusadua,
Bali, 27-29 Agustus 2017.

“Dengan adanya ILB, komoditas
timah bisa disimpan selama tiga tahun.
Jadi tidak harus cepat-cepat ekspor
timah ke luar negeri yang kemudian
menguntungkan gudang di luar negeri.
Karena produk timah yang disimpan di
ILB sudah imun dan sudah dianggap
sebagai barang ekspor,” terangnya.

Sebagai informasi, selama ini timah
produksi Indonesia banyak ditimbun
di Singapura. Sehingga, proses
perdagangan multilateral justru terjadi
di Singapura, dan negara jiran itu juga
diuntungkan dengan adanya dana
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pengelolaan gudang. “Nah, jika timah
tersebut dapat disimpan di ILB, maka
kompaosisi perdagangan timah Indonesia
bisa berdaulat. Artinya, timah dapat
di simpan ketika harga rendah, dan
dikeluarkan saat harga tinggi. Intinya, ILB
akan menahan persediaan timah lebih
lama, dan menjadi salah satu strategi
menahan laju ekspor timah,” ujar Henry.
Selain itu, ILB akan efektif
menurunkan beban biaya logistik dan
waktu bangkar muat-dwelling time.
Sebab, timah yang sudah berada di
dalam gudang ILB dapat diperjualbelikan
tanpa harus keluar dari tempat tersebut.
Dengan begitu, transaksi terus mengalir
tanpa perlu adanya lalu lintas logistik.
“Jadi bisnis modelnya, timah yang
sudah ditransaksikan di pasar fisik
ICDX dapat di simpan di ILB. Dan
pemilik barang akan mendapatkan resi

gudang. Dengan resi ini, pemilik barang
dapat melakukan kembali transaksi di
ICDX. Sehingga, barang tetap berada
di ILB, tapi transaksi dapat terjadi
terus berjalan. Apa lagi timah memiliki
sifat yang tidak akan rusak walaupun
disimpan dalam waktu lama,” katanya.

Di masa mendatang, Henry
memastikan, ILB tidak hanya berperan
sebagai penyimpanan komoditi timah,
melainkan juga berpotensi untuk
komaoditi unggulan ekspor lainnya
seperti nikel, bauksit, CPO, kopi, kakao,
lada, karet, rumput laut dan masih
banyak lagi.

“Jika kita melihat suksesnya dari
beberapa bursa berjangka komoditi di
negara-negara maju, itu dikarenakan
dukungan kebijakan pergudangan
yang memadai dan skema ekspor yang
memudahkan pihak importir. Cleh karena



Kuncinya adalah sosialisasi, agar pelaku usaha
mengerti soal futures timah. Daripada cepat-cepat
meluncurkan, lebih baik kita dipersiapkan sebaik

mungkin bersama Bappebti.

itu, dengan adanya ILB akan mendukung
transaksi pasar fisik timah dan kantrak
berjangka timah di ICDX,” imbuh Henry
Chandra.

Kontrak Timah

Dirut ICDX, Lamon Rutten, juga
mengatakan, dengan adanya ILB
menjadi faktor pendukung terlaksananya
kontrak herjangka timah. “Karena, setiap
orang bisa membeli timah dari ILB
dan menjualnya kembali di ICDX. Jadi
setelah timah dari smelter berada di ILB,
nantinya hisa digunakan untuk kontrak
futures maupun di pasar fisik,” tuturnya.

Menurut Lamon Rutten,
kontrak berjangka memang sangat
penting untuk membuat harga timah di
Indonesia bisa menjadi referensi harga
secara global. Bahkan katanya, tanpa
kontrak tersebut harga timah Indonesia
tidak akan jadi referensi harga timah
global.

Saat ini, pelaku usaha timah
yang bertansaksi di ICDX hanya hisa
menggunakan pasar fisik dan sulit
memprediksi harga timah ke depan.
Karena itu, mereka lebih memilih
bertransaksi di London Metal Exchange-
LME yang menyediakan produk futures.

“Kuncinya adalah sosialisasi, agar
pelaku usaha mengerti soal futurestimah.
Daripada cepat-cepat meluncurkan, lebih
baik kita dipersiapkan sebaik mungkin
bersama Bappebti,” jelas Laman.

Kami pun perlu berkoaordinasi dengan
perusahaan pialang berjangka dalam
perdagangan kontrak timah, tambah
Lamon. Karena nantinya investar
atau masyarakat yang mau transaksi
kontrak berjangka timah harus melalui
perusahaan pialang berjangka.

“Beberapa perusahaan pialang
berjangka Anggota ICDX sudah ada yang
tertarik dengan kontrak berjangka timah.
Kalau menurut kami, ini merupakan
indikasi mereka yang terhiasa
bertransaksi di OTC- over the counter di
luar negeri, akan menarik dananya untuk
transaksi di ICDX. Harapan kita seperti
itu,” kata Lamon optimis.

Menanggapi rencana ICDX akan
luncurkan kontrak berjangka timah,
Kepala Bappebti Bachrul Chairi, pun
menyambut paositif. “Selama ini pasar
komaditas timah dunia ditentukan oleh
perdagangan di London Metal Exchange.
Namun, ICDX mulai menunjukan
kemampuannya sebagai pembentuk
harga komoditas timah nasional yang
juga diperhitungkan pelaku usaha
global.”

“Bagaimana kita melihat ICDX sudah
diperhitungkan pasar global? Mari kita
lihat dari data harga timah ICDX yang
tidak berbeda jauh dengan harga di
LME. Meski jumlah pelaku usaha timah
ICDX baru mencapai 72 perusahaan
(36 penjual dan 36 pembeli), tetapi
harga dan volume transaksinya cukup
berkualitas,” papar Bachrul.

Jadi, kantrak berjangka timah itu
sangat penting. Karena bagi pelaku
pasar dapat melakukan lindung nilai
atas komoditas fisik akibat risiko
fluktuasi harga yang terjadi, tambahnya.
“Di pasar futures, pengusaha smelter
atau produsen bisa mengasuransikan
harga. Kalau harga di pasar fisik turun,
harga futures yang naik hisa menutupi
kerugian. Sehingga nanti sistemnya
seperti yang selama ini dilakukan di LME
akan pindah ke Indonesia yakni ICDX,”
imbuh Bachrul Chairi. &

BERITA UTAMA

Pakta
Integritas
Seller ICDX

HOW TO GET “PLB.WARRANT

CATATAN penting dari perhelatan
ITCE 2017, lalu, yakni para pelaku
eksportir timah atau pun smelter
menunjukan komitemennya pada
tercapainya perdagangan timah yang fair
dan transparan. Sehingga pasar timah
Indonesia menjadi acuan dunia baik di
pasar fisik maupun di pasar futures.

Bukti komitemen para smelter yang
berjumlah 36 itu, dihadapan Menteri
ESDM, Ignasius Jonan, Kepala Bappebti,
Bachrul Chairi serta Komisaris dan Direksi
ICDX, menandatangi Pakta Integritas
Anggota Penjual Timah Batangan ICDX.

Isi pakta integritas itu yakni; Pertama,
Anggota penjual timah murni batangan
ICDX berkomitmen menjaga integritas
dan kualitas mutu timah yang diproduksi
sesuai dengan Peraturan Menteri
Perdagangan yang tercantum dalam
kontrak fisik Timah Murni Batangan ICDX,
dengan tingkat kemurnian maximum
99,9%.

Kedua, timah murni batangan yang
diproduksi berasal dari tambang timah
yang bersertifikat Clear and Clean- CnC
yang dikeluarkan oleh Kementerian
ESDM, dan persyaratan yang tercantum
dalam Peraturan Menteri Perdagangan
mengenai Tata Cara Ekspor Timah Murni
Batangan. &
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BERJANGKA
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BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

BEKERJASAMA DENGAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 2 Agustus 2017

Kalbar Perkuat
Pengawasan PBK

Bappebti berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperkuat
pengawasan investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi- PBK.

appebti memiliki kamitmen
Btinggi dalam pengawasan dan
penanganan kasus hukum
di bidang PBK, baik bagi perusahaan
legal resmi memiliki izin maupun ilegal.
Meski Bappebti kerap menghadapi
rintangan dalam tindakan tegasnya,
namun regulatar tunggal industri PBK
terus berupaya dan menjalin sinergitas
dengan banyak pihak.
Di tingkat pusat, Bappebti mewakili
Kementerian Perdagangan tergabung
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dalam Tim Satgas Waspada Investasi
bersama Otoritas Jasa Keuangan,
Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian
Koperasi dan UKM, BKPM, dan
Kementerian Komunikasi dan Informasi.
Satgas Waspada Investasi ini merupakan
wadah atau forum yang menangani
dugaan tindakan melawan hukum di
bidang penghimpunan dana masyarakat
dan pengelolaan investasi.

Terkait itu, di berbagai daerah
pun Bappebti rutin melakukan rapat

A KEPALA ROWAS BABERF)

BAPPEBTL

koordinasi dengan menggandeng aparat
penegak hukum setempat. Hingga Juli
2017, lalu, Bappebti sudah melakukan
Rakor dengan aparat penegak hukum di
Surakarta, Aceh dan Manado. Kemudian,
pada Rabu 2 Agustus 2017, lalu, Bappebti
menggandeng Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat
menggelar rakar dengan aparat penegak
hukum bidang PBK di Pontianak,
Kalimantan Barat.

“Jadi, Ini rakor ke-4 untuk tahun
2017 yang dihadiri 50 orang yang terdiri
dari perwakilan Polresta, Kejaksaan
Negeri, Pengadilan Negeri, 0JK, Kanwil
Imigrasi, Dinas Kominfo, Dinas Perindag,
dan civitas akademika,” tutur Kepala Biro
Peraturan Perundang-Undangan dan
Penindakan Bappebti, Sri Hariyati.

Dihadapan aparat penegak hukum
Kalbar, Sri Hariyati juga mengatakan,
Bappebti akan menyusun langkah-
langkah konkret penanganan kasus
atas pelanggaran ketentuan di bidang




Pada tahun 2016-

2017, Bappebti dengan
Kemenkominfo telah
memblokir 97 situs web
bermuatan perdagangan
berjangka yang tidak
memiliki izin dari
Bappebti- ilegal dan
menyesatkan.

perdagangan berjangka, baik yang yang
tidak berizin, maupun yang memiliki izin
dari Bappebti.

Selain itu, Sri menambahkan, akan
dibangun koordinasi antara Penyidik
Pegawai Negeri Sipil- PPNS Bappebti
dengan Korwas PPNS Polri dan kejaksaan
dalam sistem peradilan pidana
terpadu demi terwujudnya sinkronisasi
penegakan hukum, khususnya di
Kalimantan Barat.

Di wilayah Kalbar, terang Sri, ada 6
perusahaan yang bergerak di bidang
perdagangan berjangka yang resmi
dibawah pengawasan Bappebti. Keenam
perusahaan tersebut diantaranya PT
Bestprofit Futures, PT Victary International
Futures, PT Askap Futures, PT Inter Pan
Pasifik Futures, PT Monex Investindo
Futures, serta PT Harvest Futures.

Risiko Tinggi

Lebih jauh diutarakan Sri Hariyati,
untuk terhindar dari praktik investasi
ilegal masyarakat awam agar berhati-
hati terhadap bujukan menjadi nasabah
melalui berbagai seminar forex
gratis, dan mewaspadai iming-iming
keuntungan dan pendapatan tetap.
“Hal ini kerap menimbulkan kerugian
bagi masyarakat karena mereka tidak
menyadari bahwa investasi di bidang
PBK memiliki potensi keuntungan besar
dengan risiko yang juga besar [high risk
and high return],” katanya.

“Tetapi juga perlu diantisipasi, upaya

penggalangan dana masyarakat untuk
investasi illegal terus berkembang dari
tahun ke tahun. Oleh karena itu, sangat
diperlukan adanya sinergi Bappebti
dengan aparat penegak hukum,
khususnya di Kalimantan Barat untuk
sensitif melihat modus yang dilakukan
berbagai pihak dalam penawaran
investasi,” ujar Sri.

Menurut Sri Hariyati, Bappebti
tidak tinggal diam terhadap maraknya
perdagangan berjangka komoditi
yang tidak memiliki izin resmi. Upaya
melindungi masyarakat dari penipuan
perusahaan nakal, antara lain
mengidentifikasi dan menghentikan
kegiatan pialang ilegal dari aktivitas
perusahaan ilegal di Indonesia. Apabila
masih melakukan kegiatan ilegal,
maka akan dilakukan pemeriksaan
dan penyidikan terhadap pialang ilegal
tersebut.

Langkah-langkah preventif juga
telah dilakukan Bappebti dalam
menanggulangi kegiatan ilegal di
bidang perdagangan berjangka. Pada
tahun 2016-2017, Bappebti dengan
Kemenkominfo telah memblokir 97 situs
weh bermuatan perdagangan berjangka
yang tidak memiliki izin dari Bappebti-
ilegal dan menyesatkan.

Selain itu, Bappebti juga
menghentikan kegiatan pialang
berjangka yang tidak memiliki izin dari
Bappebti; dan seminar, baik gratis
maupun disponsori broker dalam dan
luar negeri yang tidak memiliki izin dari
Bappebti sebanyak 26 kali.

Terdapat pemblokiran 2 jenis
situs web, yaitu situs web yang
menggambarkan perusahan pialang
ilegal dan situs web yang menduplikasi
pialang legal dengan tujuan tidak
baik oleh pihak-pihak yang tidak
berkepentingan. Duplikasi meliputi data
dan informasi perizinan dari instansi
yang berwenang, seperti Bappebti,
0JK, bursa berjangka, dan lembaga
kliring berjangka. Lainnya, Bappebti
juga memblokir kembali situs-situs wehb
yang terus bermunculan dan diduga dari

BERJANGKA

pialang ilegal yang sama sebanyak 14
kali tahun lalu.

Sri menambahkan, sebagian besar
pengaduan yang diterima Bappebti
merupakan pelanggaran di hidang
transaksi Sistem Perdagangan Alternatif
(SPA] yang termasuk di dalamnya
Forex, Index, dan Mata Uang. Karena
itu, Bappebti masih memberlakukan
kebijakan moratorium untuk penerhitan
izindibidang SPAyang telah diberlakukan
sejak 15 Maret 2014.

Konfirmasi

Berdasarkan kondisi tersebut,
Bappebti terus berupaya mengurangi
pelanggaran-pelanggaran di bidang
SPA, antara lain dengan mendorong
peningkatan transaksi multilateral
melalui optimalisasi peran pialang
berjangka untuk gencar memasarkan
produk-produk multilateral kepada
masyarakat.

Selain itu, Bappebti meningkatkan
edukasi kepada masyarakat melalui
publikasi rutin dengan menginformasikan
daftar nama pialang yang telah memiliki
izin, cara memilih pialang yang benar,
dan cara bertransaksiyang benar dengan
tujuan menekan maraknya pialangilegal-
daring; serta melakukan penindakan,
penanganan, dan pencegahan pialang
ilegal yang tidak mempunyai izin usaha
di bidang PBK.

“Untuk mendapatkan penjelasan
dan informasi yang lebih lengkap terkait
perusahaan pialang legal atau pun yang
tidak memiliki izin Bappebti, masyarakat
dapat mengunjungi website Bappebti
di www.bhappebti.go.id- atau melalui
SMS Center Bappebti 0811-1109901
atau bisa di telepon langsung ke (021)
31924744,” kata Sri.

“‘Jadi saran saya bagi masyarakat,
jika menemukan keraguan legalitas
perusahaan penawaran investasi atau
pun mekanisme yang tak lazim dalam
investasi, sebaiknya dapat menghubungi
Bappebti. Itu lebih baik dari pada berharap
untung tetapi kemudian investasinya
buntung,” pungkas Sri Hariyati. &
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RES| GUDANG

Genjot SRG
dengan Edukasi

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Sistem Resi
Gudang- SRG, Bappebti berharap gudang-gudang SRG di berbagai
daerah dapat berjalan sesuai harapan.

ak kenal maka tak paham. Dan

Ttentu saja jangan bermimpi

untuk bisa digunakan gudang

SRG jika tidak paham hisnis modelnya.

Hal itulah yang menjadi ganjalan dalam

mengimplementasikan Sistem Resi
Gudang di berbagai daerah.

Maka dengan sosialisasi SRG yang
didukung perangkat terkait pemerintah
daerah menjadi faktor kunci keberhasilan
SRG. Demikian antara lain dikatakan
Sekretaris Bappebti, Nusa Eka dalam
sambutan membuka acara Sosialisasi
SRG di Auditorium Kantor Bupati Solok,
pada Rabu 30 Agustus 2017, lalu. Kegiatan
itu mengundang tak kurang dari 100 orang
peserta dari berbagai kalangan petani,
kelompak tani, gabungan kelompak tani,
pelaku koperasi tani hingga akademisi.

“Sosialisasi seperti ini bertujuan
memberikan pemahaman dan
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pengetahuan para petani tentang SRG
untuk pembangunan ekonomi berbasis
kerakyatan,” tambah Nusa Eka.
Sosialisasi merupakan bagian dari
proses edukasi kepada masyarakat, dan
Bappebti berkomitmen melakukan hal
tersebut. Meski begitu, Eka mengaku
Bappebti memiliki keterbatasan untuk
mensaosialisasikan dan menyentuh
masyarakat yang tersebar di Indonesia
hingga ke pelosok. Karenanya dia
berharap agar aparat pemerintah daerah
terkait dapat turun ke masyarakat
memberikan pemahaman mengenai SRG.
Dari kacamatanya, implementasi SRG
tidak akan mungkin terealisasi tanpa
melibatkan para pihak [stakeholders]
yang akan melaksanakan dan
memanfaatkan SRG, seperti petani/
UKM, pedagang, pahbrikan, eksportir, para
pengelola gudang, koperasi, asosiasi,

akademisi, asuransi, lembaga keuangan
bank maupun non bank, serta pemerintah
pusat dan daerah. Dia berharap, para
stakeholders itu dapat meningkatkan
kerjasama dan saling bersinergi. “Peran
bupati juga sangat penting untuk
menciptakan koordinasi dan sinergi antar
instansi pemerintah daerah terkait,”
ujarnya.

Lebih jauh Eka mengatakan, salah
satu butir Nawa Cita adalah mewujudkan
kemandirian ekonomi dengan
menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik. Jadi, butir itu berisi
harapan agar pemerintah dan masyarakat
siap berkontribusi dan bergerak di semua
sektor pembangunan demi Indonesia
yang lebih baik. “Salah satunya tentu di
sektor pertanian, mengingat Indonesia
merupakan negara agraris,” imbuhnya.

Lebih jauh diutarakan Nusa Eka,
masalah klasik dalam sektor pertanian
adalah masih panjangnya m